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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

UPICC yang mememuat sekumpulan asas-asas umum hukum kontrak dengan 

sistematika yang sangat komperhensif mengatur terpisah  mengenai pembentukan 

kontrak di antara para pihak dan keabsahan kontrak, sedangkan menurut KUHPerdata 

tidak memisahkan mengenai pembentukan dan keabsahan kontrak. KUHPerdata dan 

UPICC juga mengatur mengenai masalah-masalah cacatnya kesepakatan di antara para 

pihak. Namun UPICC lebih komperhensif membahas mengenai cacatnya kesepakatan 

di antara para pihak yang dapat dijadikan sebagai dasar penolakan kontrak. 

Kegiatan perdagangan berjangka komoditi harus dilakukan dengan asas itikad baik dan 

pola bertransaksi yang adil, dari kedua belah pihak. Asas itikad baik dan pola 

bertransaksi yang adil dalam Article 1.7 UPICC 2016 harus diimplementasikan mulai 

sejak saat pembentukan kontrak di antara pialang berjangka dan nasabah, sampai saat 

melakukan transaksi jual-beli kontrak derivatif. Article-Article yang terdapat dalam 

UPICC banyak yang merupakan implementasi dari asas itikad baik dan pola 

bertransaksi yang adil, antara lain, yaitu Article 1.8, Article 2.2.7, Article 3.2.1, Article 

3.2.2, Article 3.2.5. 

Karena pada dasarnya nasabah tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai 

bisnis perdagangan berjangka komoditi sehingga pialang berjangka harus dengan itikad 

baik menjalankan bisnis perdagangan berjangka komoditi ini. Asas itikad baik dan pola 

bertransaksi yang adil dapat dijadikan sebuah alasan yang fundamental untuk 

melakukan penolakan pelaksanaan kontrak karena menyebabkan kekeliruan, dan 

menuntut kerugian yang dialami oleh nasabah. 



97 
 

Perdagangan berjangka merupakan bisnis yang sangat kompleks yang melibatkan 

banyak pihak dalam transaksinya, serta merupakan bisnis transnasional karena yang 

menjadi objek perdagangan berjangka banyak yang terdapat dalam bursa-bursa luar 

negeri. Oleh karena itu UPICC ini relevan digunakan dalam perdagangan berjangka 

komoditi karena sangat komperhensif dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam 

KUHPerdata secara terperinci. Oleh karena itu UPICC dapat menjadi pedoman sebagai 

upaya pembaharuan dan pembangunan hukum kontrak di Indonesia. 

5.2 Saran 

Indonesia sudah seharusnya memprioritaskan pembaharuan hukum kontrak, hal itu 

pernah sempat dilakukan dengan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang Hukum Kontrak pada tahun 2013, namun tampaknya pemerintah dan anggota 

dewan belum memprioritaskan. Secara akademik penulis memberikan saran  bahwa 

pembaharuan hukum kontrak menjadi penting mengingat hukum kontrak merupakan 

aspek mikro dari berbagai kegiatan ekonomi. Karena pembangunan hukum pada 

bagian aspek ekonomi makro perlu diimbangi dengan pembangunan hukum pada 

bagian aspek ekonomi mikro salah satunya hukum kontrak. Secara sistematika UPICC 

dapat dijadikan pedoman pembentukan hukum kontrak di Indonesia yang akan datang. 

Sedikit atau banyak pembaharuan hukum kontrak harapannya akan memperkuat 

kedudukan transaksional Indonesia dalam lancah perdagangan yang semakin 

menghilangkan batas-batas territorial negara. Memang disadari perlu dilakukan 

modifikasi-modifikasi agar sesuai dengan falsafah bangsa, yaitu Pancasila. 
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